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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan amanah dan anugerah dari tuhan Yang Maha Esa yang wajib
untuk dilindungi. Dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016
yang merupakan pembaharuan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
tentang Perlindungan Anak, yang dimaksut dengan Anak adalah seseorang yang
belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih berada di dalam

kandungan.?

Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur
bangsa dan calon-calon pemimpin bangsa di masa yang akan datang dan sebagai
sumber harapan bagi generasi terdahulu perlu mendapatkan kesempatan seluas-
luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani,

dan juga sosial.?

Anak berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan
sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945. Segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan seksual yang

! Lihat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 perubahan kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
2 Pasal 28B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
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merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta
bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan oleh Negara. Korban kekerasan seksual harus

mendapat perlindungan hukum serta pemulihan dari kekerasan seksual yang dialaminya.®

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang
Perlindungan Anak, menyebutkan bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan

sebagai berikut :*

1. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik

2. Pelibatan dalam sengketa bersenjata

3. Pelibatan dalam kerusuhan sosial

4. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan
5. Pelibatan dalam peperangan dan

6. Kejahatan seksual

Anak merupakan individu yang belum matang baik secara fisik mental maupun sosial.
Untuk itu diperlukan perlindungan dari orang yang telah dewasa, namun sangat disayangkan
saat ini banyak anak di bawah umur yang menjadi korban pelecehan seksual oleh orang yang

bahkan seharusnya melindungi akan tetapi malah melakukan tindakan yang tidak sewajarnya.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana

Anak, terdapat tiga kategori anak yang berhadapan dengan hukum yaitu :°

a. Anak yang berkonflik dengan hukum, maksutnya adalah anak sebagai pelaku tindak

pidana

% Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

4 Lihat Pasal 15 Undang-Undang No.17 Tahun 2016 perubahan kedua atas Undang-Undang No.23
Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

5 Lihat Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
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b. Anak yang menjadi korban tindak pidana yaitu anak yang mengalami penderitaan fisik,
mental dan kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

c. Anak yang menjadi saksi tindak pidana yaitu anak yang dapat memberikan keterangan
guna kepentingan penyidik, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang

suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan atau dialaminya sendiri.

Pada penelitian ini mengarah pada anak yang berhadapan dengan hukum maksutnya adalah
anak sebagai korban tindak pidana pelecehan seksual. Pelecehan seksual adalah tindakan
seksual lewat sentuhan fisik maupun non fisik dengan sasaran organ seksual atau bahkan
sekaligus mengarah pada perkosaan. Termasuk menggunakan siulan, main mata, ucapan
bernuasa seksual, colekan atau sentuhan di bagian tubuh, gerakan atau isyarat yang bersifat
seksual sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung merasa direndahkan

martabatnya dan mungkin sampai menyebabkan masalah kesehatan dan juga keselamatan.®

Adapun yang menjadi bentuk dan batasan suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai

pelecehan seksual berdasarkan prilakunya yaitu : /

a. Komentar dan lelucon seksual tentang tubuh seseorang.

b. Memberikan siulan pada orang lain di depan umum

c. Ajakan berhubungan intim atau tindakan seksual lainya

d. Menyebarkan rumor tentang aktivitas seksual orang lain

e. Menyentuh diri sendiri secara seksual di depan orang lain

f. Berbicara tentang kegiatan seksual dirinya sendiri di depan orang lain

g. Sentuhan seksual, yaitu menyentuh bagian tubuh seseorang tanpa izin

SKOMNAS Perempuan, Naskah Akademik Rancanagan Undang-Undang tentang Penghapusan
Kekerasan Seksual  dikutip dari https://fpl.or.id/wpcontent/uploads/2020/08/Rancangan-Undang-Undang-
Tentang-Penghapusan-Kekerasan-Seksual.pdf diakses pada tanggal 02 januari 2021, jam 07:44 WIB

"Fadnli Rizal Makarim, Bentuk Pelecehan Seksuall yang Perlu Diketahui dikutip dari
https://www.halodoc.com/artikel/bentuk-pelecehan-seksual-yang-perlu-diketahui diakses pada tanggal 20 juni
2021, jam 06:11 WIB
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h.Menampilkan gambar, video, cerita atau benda seksual pada orang lain.

Berdasarkan dari informasi media massa misalnya seperti yang terjadi di Kota
Palembang sering adanya kasus-kasus mengenai pelecehan seksual, seperti kasus yang pernah
terjadi pada anak berusia 13 tahun, korban yang merupakan anak didik dari seorang guru
mengajinya sendiri mengalami tindakan pelecehan seksual dengan modus mengajarkan teknik
pernapasan,® kasus yang dialami seorang anak laki-laki yang menjadi korban pelecehan
seksual yang dilakukan secara bersama-sama oleh tiga orang waria di Kota Palembang,®
kemudian kasus mengenai pencabulan yang dilakukan oleh ayah kandung terhadap anaknya
sendiri di Kabupaten Musi Banyuasin Sumatra Selatan.’® Padahal adanya tindakan-tindakan
seperti ini tidak sesuai dengan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak.

Mengenai jumlah kasus pelecehan seksual yang terjadi terhadap anak sebenarnya lebih
banyak dari pada seperti yang diberitakan, terdapat lebih banyak korban dan juga keluarga
korban yang belum atau tidak ingin untuk melaporkan mengenai adanya kasus pelecehan
tersebut. Ada beberapa penyebab mengapa pelecehan seksual ini tidak dilaporkan hal ini bisa
dikarnakan oleh faktor ekonomi, namun sebenarnya faktor ekonomi tersebut tidak selalu
menjadi alasan mengapa tidak melapornya anggota keluarga korban tersebut. Faktor lainya
misalnya dikarenakan tidak ingin merasa malu dan dikucilkan oleh warga tempat tinggalnya,

karena perbuatan asusila tersebut dianggap sebagai aib dalam keluarga.

8Aziz Munanjar, Kekerasan Seksual di Sumsel semakin Mengkwatirkan, dikutip dari
https://www.antaranews.com/berita/1785821/wcc-kekerasan-seksual-di-sumsel-semakin-mengkhawatirkan
diakses pada tanggal 18 januari 2021, Pukul 08:10 WIB

Imanuel Nicolas Manafe, Remaja 15 tahun di Palembang jadi Korban Pelecehan Seksual oleh Waria,
dikutip dari https://www.tribunnews.com/regional/2020/08/01/remaja-15-tahun-di-palembang-jadi-korban-
pelecehan-seksual-oleh-waria-ponsel-pun-dirampas diakses pada Tanggal 03 Maret 2021, Pukul 07:02 WIB

10w, Pratama, Bejat Ayah di Musi Banyu Asin Cabuli Anak Kandung Hingga Hamil 2 Kali, dikutip dari
https://www.liputan6.com?regional ?read?4189176?bejat-ayah-di-musi-banyuasin-cabuli-anak-ka ndung-hingga-
hamil-2-kali diaksese pada tanggal 28 September 2021, Pukul 21:11
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Padahal terjadinya pelecehan seksual terhadap anak pastiya akan memberikan dampak
buruk baik secara fisik maupun psikisnya. Kekerasan seksual cenderung menimbulkan dampak
traumatis terhadap anak, ada empat jenis dampak trauma akibat dari kerasan seksual yaitu :*

1. Penghianatan (Betrayal)
kepercayaan merupakan dasar utama bagi korban kekerasan seksual. Sebagai seorang
anak mempunyai kepercayaan penuh terhadap orang tuanya dengan maksut agar
kepercayaan itu dimengerti dan pahami. Akan tetapi kepercayaan anak terhadap orang
tua inilah yang menjadi kekwatiran anak sebagai korban pelecehan seksual.

2. Trauma secara Seksual (Traumatic sexualization)
Anak yang telah mengalami kekerasan seksual nantinya cenderung menolak hubungan
seksual.

3. Merasa tidak berdaya (Powerlessness)
Rasa takut serta kecemasan dialami oleh korban, perasaan tidak berdaya mengakibatkan
individu merasa lemah dan korban juga merasa dirinya tidak mampu dan kurang efektif

dalam beraktivitas.

4. Stigmatization
Korban kekerasan seksual merasa bersalah, malu, dan memiliki pandangan atau
gambaran diri yang buruk. Rasa bersalah dan malu terbentuk akibat ketidak berdayaan

dan merasa bahwa mereka tidak memiliki kekuatan untuk mengontrol dirinya.

Ylvo Noviana, Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penangananya, dikutip dari
https://ejournal.kemsos.go.id/index.php/Sosioinforma/article/view/87 diakses pada Tanggal 23 Januari 2021,
Pukul 15:18 WIB



https://ejournal.kemsos.go.id/index.php/Sosioinforma/article/view/87

Secara fisik mungkin memang tidak ada hal yang harus di permasalahkan apabila
pelecehan seksual tersebut terjadi pada anak- anak sebagai korban pelecehan seksual, akan
tetapi secara psikis bisa menimbulkan dampak buruk seperti merasa bersalah, malu, memiliki
gambaran diri yang buruk, ketagihan, trauma, pelampiasan dendam dan lain-lain. Apa yang
dialami anak akan mempengaruhi kematangan dan kemandirian hidup anak di masa depanya.
Sehingga perlu adanya upaya perlindungan hukum serta kebijakan sebagai upaya dalam
penanggulangan tindak pidana pelecehan seksual ini. Upaya tersebut merupakan pemenuhan
kewajiban negara dan sebagai jaminan agar korban terbebas dari segala bentuk kekerasan
seksual serta mendapatkan perlindungan hukum, selain itu pelaku kekerasan seksual harus

mendapatkan hukuman sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya.

Berdasarkan dari beberapa contoh kasus yang telah disebutkan dilatar belakang
sebelumnya maka penulis mengangkat judul mengenai “KEBIJAKAN KRIMINAL
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP
ANAK?” yang dilatar belakangi karena terus terjadinya tindak pidana pelecehan seksual

terhadap anak.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka permasalah yang akan penulis bahas
adalah :
1. Bagaimana Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban
Pelecehan Seksual ?
2. Bagaimana Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pelecehan

Seksual terhadap Anak ?



C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk megetahui jawaban dari rumusan permasalahan
yang telah dirumuskan sebelumnya yang pada akhirnya akan menjelaskan secara rinci
jawaban-jawaban dari permasalahan-permasalahan yang dirumuskan.

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka tujuan yang
hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1) Untuk mengetahui mengenai pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak

sebagai korban pelecehan seksual.
2) Untuk mengetahui mengenai kebijakan kriminal dalam penanggulangan tindak

pidana pelecehan seksual terhadap anak.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penulisan ini diharapkan penulis agar mempunyai manfaat :

a. Untuk menambah wawasan dan memberikan pengetahuan kepada penulis
mengenai pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban
pelecehan seksual.

b. Diharapkan dapat memberikan Informasi bagi Pengembang Illmu Hukum
mengenai kebijakan kriminal penanggulangan tindak pidana pelecehan seksual
terhadap anak.

c. Diharapkan menjadi suatu referensi bagi yang berminat untuk meneliti lebih

lanjut mengenai masalah yang dibahas dalam penelitian ini.



2. Manfaat Praktis
Dengan adanya penelitian ini diharapkan hasilnya akan bermanfaat bagi para
pihak atau masyarakat secara umum agar mengetahui bagaimana kebijakan kriminal
penanggulangan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak, sehingga dapat
berkurangnya tindak pidana pelecehan seksual serta tercegahnya kasus tindak pidana

pelecehan tersebut.
E. Ruang Lingkup

Penulis akan membatasi ruang lingkup penelitian dengan menitik beratkan permasalahan
yang akan dibahas, yaitu penelitian dengan judul “Kebijakan Kriminal Penanggulangan Tindak
Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak”. Dalam hal agar penelitian ini pembahasanya tidak
terlalu meluas maka ruang lingkupnya hanya membahas mengenai Kebijakan Kriminal

Penanggulangan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan gagasan teori yang dijadikan landasan berfikir untuk

melaksanakan suatu penelitian untuk mengkaji suatu permasalahan.*?

1. Teori Perlindungan Anak
Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi
agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibanya demi perkembangan dan
pertumbuhan anak secara wajar baik fisik ,mental dan sosial.'® Arif Gosita berpendapat
bahwa perlindungan anak adalah suatu usaha melindungi anak agar dapat melaksanakan

hak dan kewajibanya.'*

12 Sperjono Soekanto, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Ul Press, 2010), him.15

3Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di
Indonesia, (Bandung: PT Revika Aditama, 2008), him. 33

14 Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan, (Bandung: PT Revika
Aditama, 2012), him. 52
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Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No.17 Tahun 2016 yang dimaksut dengan
perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak serta hak-
haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai
dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan

diskriminasi.’®
Perlindungan anak dapat dibedakan dalam 2 (dua) bagian antara lain :

1. Perlindungan anak secara yuridis, meliputi perlindungan dalam bidang hukum
publik dan dalam bidang hukum keperdataan.
2. Perlindungan anak non yuridis, meliputi perlindungan dalam bidang sosial, bidang

kesehatan dan bidang pendidikan.

Perlindungan anak dapat juga diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk
untuk mencegah, rehabilitasi, dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan
salah (child abused), eksploitasi dan penelantaran agar dapat menjamin kelangsungan hidup

dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental maupun sosialnya.’
Perlindungana Anak dapat dilakukan dengan dua cara, antara lain :18

1. Secara langsung merupakan kegiatan yang ditunjukan kepada anak yang menjadi
sasaran penanganan langsung. Kegiatan seperti ini dapat berupa dengan cara
melindungi anak dari berbagai ancaman dari luar dan dalam dirinya, mendidik,

membina, mendampingi anak dengan berbagai cara, mencegah anak kelaparan dan

15 Lihat Pasal 1 Undang-Undang No.17 Tahun 2016 perubahan kedua atas Undang-Undang No.23 Tahun
2002 Tentang Perlindungan Anak

16 Maidin Gultom, Op.Cit, him. 34

17 Ibid, him.34

18 |bid, hIm.37-38



mengusahakan kesehatanya dengan berbagai cara menyediakan sarana
pengembangan diri, dan sebagainya.

2. Secaratidak langsung maksutnya adalah kegiatan tidak langsung ditunjukan kepada
anak, tetapi orang lain yang terlibat dalam usaha perlindungana anak. misalnya
dilakukan oleh orang tua atau yang teribat dalam usaha-usaha perlindungan anak
terhadap berbagi ancaman dari luar ataupun dalam diri anak, termasuk mereka yang

bertugas mengasuh, membina serta mendampinginya.

2. Teori Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)

Kebijakan kriminal (Politik Kriminal) adalah suatu usaha yang rasional dari
masyarakat dalam menanggulangi kejahatan.'® Kebijakan atau upaya penanggulangan
kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan
masyarakat (social defence) dan upaya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat
(social welfare). Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tujuan utama dari adanya
politik kriminal ialah perlindungan masyarakat untuk mecapai kesejahteraan
masyarakat.?°

Upaya penanggulangan suatu kejahatan merupakan suatu proses untuk
menanggulangi suatu kejahatan yang telah dilakukan oleh semua pihak, baik
pemerintah maupun masyarakat.

Menurut Muladi, kebijakan kebijakan kriminal dapat dilakukan dalam berbagai

bentuk antara lain ;2

19 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, (Jakarta: Kencana 2008), him.1

D1bid, him.2

2LA. Widiada Gunakaya dan Petrus Irianto, Kebijakan Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana
Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2012), him.12
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a) Kebijakan yang bersifar represif dengan menggunakan sarana penal atau yang
sering disebut sebagai sistem peradilan pidana (criminal justice system) yang
dalam arti luas sebenarnya mencakup pula proses kriminalisasi.

b) Kebijakan tanpa menggunakan sarana penal (prevention without punishment).

c) Kebijakan yang menggunakan usaha-usaha pembentukan opini masyarakat
tentang kejahatan dan sosialisasi hukum hukum melalui mass media secara

langsung.

Menurut G,P. Hoefnagels kebijakan penanggulangan tindak pidana (criminal

policy) dapat di lakukan melalui 3 (tiga) cara, yaitu :??

a. Penerapan hukum pidana (criminal law application)

b. Pencegahan tanpa pidana (prevention without punishment)

c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan
lewat mass media (influencing views of society on crime an punishment/ mass

media ).

Upaya dalam melakukan penanggulangan kejahatan dapat dibagi menjadi dua,
yaitu lewat jalur penal dan lewat jalur non penal. Menurut pembagian G.P Hoefnagel
di atas upaya pencegahan tanpa pidana (prevention without punishment) dan upaya
mempengaruhi masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa
(influencing views of society on crime and punishment/mass media) dapat dikategorikan
sebagai upaya jalur non penal.?®

Secara garis besar dapat dibedakan bahwa upaya penanggulangan kejahatan

lewat jalur penal lebih menitik beratkan pada sifat repressive yaitu penanggulangan

22Barda Nawawi Arief, Op.Cit., him.39-40
3 |bid, him. 40
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yang dilakukan sesudah terjadinya kejahatan, sedangkan jalur non penal lebih menitik
beratkan pada sifat preventive yaitu penanggulangan kejahatan sebagai upaya
pencegahan, pengendalian sebelum terjadinya kejahatan.?*
Penanggulangan kejahatan melalui sarana penal ini perlu ditempuh melalui 3
(tiga) tahap antara lain :2°
1. Tahap formulasi atau legislative
2. Tahan aplikasi atau yudikatif

3. Tahap eksekusi atau pelaksanaan pidana.

Kebijakan kriminal harus ditempuh dengan pendekatan yang integral yaitu ada
keseimbangan sarana penal dan non penal. Dilihat dari aspek politik kriminal kebijakan
paling strategis melalui apa yang dinamakan dengan sarana non penal yang bersifat
mencegah sedangkan kebijakan penal yang bersifat penanggulangan setelah terjadinya

kejahatan.?

G. Metode Penelitian

Penelitian Hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode
sistematika dan pemikiran tertentu dengan cara menganalisis juga diadakan pemeriksaan yang
mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahankan suatu pemecahan
atas permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan. Penelitian
Hukum bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara

menganalisanya.

2 1bid
% Rasyid Ariman dkk, Kebijakan Kriminal, (Palembang: Penerbit Unsri, 2008), him.7
2 |bid, him. 6
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1. Jenis Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah dituliskan
sebelumnya maka dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris. yaitu
penelitian hukum yang dilakukan dengan cara melakukan penelitian secara langsung

atau bisa disebut juga melalui studi lapangan.?’

2. Pendekatan Penelitian
Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dalam penelitian ini
menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan Undang-Undang (statute approach)

dan Pendekatan Sosiologi Hukum (Social legal approach).?®

a. Pendekatan Undang-Undang (Statute approach)
Pendekatan ini dilakukan dengan meninjau semua undang-undang dan
regulasi bersangkutan dengan isi hukum yang sedang di garap. Pendekatan
perundang-undangan ini akan membuka peluang bagi peneliti untuk
mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-
undang dengan undang-undang lainya. Hasil dari kajian tersebut merupakan
suatu asumsi atau dugaan untuk memecahkan isi yang sedang dihadapi.?®
b. Pendekatan Sosiologi Hukum (Social legal approach)
Pendekatan sosiologi hukum yang dilakukan dengan mengkaji pengaruh
hukum terhadap prilaku sosial hukum itu sendiri menjadi problematika yang

berkontribusi atau menyebabkan terjadinya masalah sosial, yang dalam hal

27 Ronny Hanitijo Soemitri, Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri, (Jakarta: Ghalia Indonesia,
2008), him.59
2 |bid
29peter Mahfud Marzuki, Penelitian Hukum-edisi, (Jakarta: Kencana, 2016), him. 133
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ini diharapkan hukum dapat memberikan cara penyelesaian atau solusi

hukum lainya.*

3. Jenis dan Sumber Data
Penulis akan melakukan penelitian dengan menggunakan jenis data yaitu data
primer dan data sekunder. Data tersebut kemudian menjadi landasan penulis dalam

melakukan penelitian.

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari penelitian
dilapangan (Field Research). Pengambilan data ini dilaksanakan secara langsung
menggunakan tehnik wawancara terhadap narasumber dan pengamatan serta
penelitian terkait dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini, penulis
mendapatkan data primer melalui wawancara yaitu di Unit Pelayanan Perempuan
dan Anak Kepolisian Resort Kota Palembang, Dinas Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Sumatra Selatan (DP3A Sum-Sel) serta di Women'’s
Crisis Centre (WCC) Palembang mengenai pelaksanaan perlindungan hukum
terhadap anak sebagai korban pelecehan seksual dan kebijakan kriminal
mengenai upaya penanggulangan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak.

b. Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan
(Library Research) atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan
pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi dalam penelitian.3! Data

sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

a) Bahan Hukum Primer

%Dyah Ochtorina Susanti dan A’an Effendi, Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), him.17
3IMukti Fajar dan Yulianto Ahmad, Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris, (Yogyakart:
Pustaka Pelajar, 2015), him.156
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Merupakan data yang diperoleh dari lapangan yang terdiri dari surat-surat,
perundang-undangan, catatan-catatan resmi dalam pembuatan perundang-
undangan dan putusan-putusan hakim. Peraturan Perundang-undangan yang
memiliki kaitan dengan penelitian yang akan dilakukan seperti:
1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak
4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan
Pidana Anak
5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga
6) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan
Restitusi Bagi Anak Sebagai Korban Tindak Pidana
b) Bahan Hukum Sekunder (secondary law material)
Merupakan bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum
primer.3? Bahan hukum sekunder terdiri dari :
1) Buku-buku hukum yang berkaitan dengan judul
2) Jurnal-jurnal
3) Studi melalui internet
4) Artikel-artikel yang berkaitan dengan judul

c) Bahan Hukum Tersier (tertiary law material)

#|bid, him.32
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Merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan
mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus

hukum dan ensiklopedia.®®

4. Lokasi Penelitian
Untuk memperoleh data empiris penulis memilih lokasi penelitian pada beberapa
instansi pemerintah dan lembaga terkait yang kiranya sesuai dengan pembahasana

skripsi ini, yaitu :

a. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) Polrestabes Palembang
Alamat : JL.Gub H. Bastari, 8 Ulu, Kecamatan Jakabaring, Kota Palembang,
Sumatra Selatan 30121

b. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatra
Selatan (DP3A Sum-Sel)
Alamat : JL.Ade Irma Nasution No.1254, Sungai Pangeran Kec.llir Tim. I,
Kota Palembang, Sumatra Selatan 30121

C. Women’s Crisis Centre (WCC) Palembang
Alamat : JL.Musi 3 Blok H68 Komplek Way Hitam, Rt.04 Rw. 07 Kel. Siring

Agung Kec.IB | Palembang

5. Populasi dan Teknik Pengumpulan Sampel
a) Populasi
Populasi adalah suatu kesatuan individu atau subjek pada wilayah dan waktu dengan
kualitas tertentu yang akan diamati atau diteliti. Populasi yang diambil dalam

penulisan penelitian ini merupakan pihak-pihak yang mempunyai pengetahuan,

% 1bid
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berkewenanangan, dan keterkaitan dalam masalah mengenai kebijakan kriminal
penanggulangan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak.
b) Sampel
Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling yaitu teknik
pengambilan sampel dengan menentukan kreteria-kreteria tertentu berdasarkan
tujuan penelitian yang akan dicapai yang telah mewakili populasi terhadap masalah
yang ingin diteliti.
Responden dari penelitian ini yaitu :
1. Pihak Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) Kepolisian Resort Kota
Palembang
2. Pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sumatra
Selatan (DP3A Sum-Sel)

3. Pihak dari Women s Crisis Centre (WCC) Palembang

4. Teknik Pengumpulan Data

1. Studi Lapangan (Field Research)

Merupakan kegiatan pengumpulan data yang diperoleh dari lapangan dengan cara

wawacara dan tanya jawab untuk memperoleh informasi dalam penelitian.
2. Studi Pustaka (Library Research)

Merupakan kegiatan pengumpulan data-data dengan mencari, mempelajari, mengutip,
mencatat dan membeca buku-buku sesuai dengan permasalahan yang dikaji dari

penelitian ini.

17



5. Analisis Data
Dalam penelitian ini data-data yang akan dianalisis kualitatif menggunakan
metode kualitatif yaitu pengamatan atau penelaahan dokumen.3* Artinya
menganalisis data primer dan sekunder untuk mendapatkan jawaban dari masalah
mengenai Kebijakan Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana Pelecehan Seksual

Terhadap Anak.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan
Penarikan kesimpulan dari penelitian ini dilakukan berfikir induktif yaitu suatu
penarikan kesimpulan berdasarkan fakta-fakta yang ada dan penjelasan secara khusus
kemudian diarahkan berkaitan dengan masalah-masalah yang umum untuk

mengetahui jawaban dari permasalah dalam penelitian ini.*®

34Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), him. 9
3Amiruddin dan Zainal Asikin, Op.Cit., him.166
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